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KTIF ‘ JARAAN
KEMERDEKAAN PERS DALAM PERSPEKTIF KETATANEGAR
INDONESIA

Syafriadi
Program Studi llmu Hukum ’
Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau '
J1. Kaharuddin Nasution 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru-Riau
email. syafriadishmh@yahoo.com

Abstrak

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan !ncnjadl unsur penting l:jmlu:i
menciptakan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa secara demokratis. Kemerdekaaq pers ala a
kemerdekaan memperoleh dan menyampaikan informasi dengan mcr}ggunak'zln segala jenis saluran
yang tersedia seperti diamanahkan oleh Pasal 28F UUD 1945. Sejak terbitnya Undang Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tetang Pers, pers seakan kehilangan keselmbangan. dglam melaksapakan
fungsi kontrol sosialnya. Hal ini disebabkan karena pers merasa telah menjad} pllar.demqkraSl yang
kuat dan independen sehingga pelaksanaan atas kemerdekaan itu selalu tidak disertai tanggung
jawab sosial.

Kata kunci: Metode Numerik, Akar Persamaan tak Linier, Kemampuan Mahasiswa

PENDAHULUAN

Sistem politik Indonesia yang dijalankan sesuai dengan Undang Dasar 1945 adalah sistem
politik demokrasi berdasarkan hukum. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)
UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
UUD dan negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian tatanan dan kelembagaan
politik, baik pada wilayah supra maupun infrastruktur harus dijalankan berdasarkan aturan hukum
yang demokratis (Jimly Asshiddigie, 2011).

Sistem media di satu negara mencerminkan sistem pemerintahan yang dianut oleh‘negara
bersangkutan. Cerminan yang demikian juga berlaku di Indonesia di mana sistim pemerintahan
yang mengalami beberapa kali perubahan, sangat berpengaruh terhadap kebebasan pers.
Kebebasan pers di Indonesia terasa lebih dinamis pada saat pemerintahan sedang mengalami krisis
karena kontrol pemerintah terhadap pers sangat berkurang. Kondisi demikian terjadi pada masa
revolusi fisik ketika Kabinet Parlementer yang mengalami enam kali pergantian kabinet, dan di
awal pemerintahan Orde Baru pada saat Indonesia dilanda krisis moneter yang kemudian berlanjut
pada krisis kepercayaan. Pada era krisis pemerintahan ini pers Indonesia cenderung menganut
libertarian. Sebaliknya ketika sistem pemerintahan dalam keadaan mapan, pemerintah bersikap
mereduksi bahkan menghilangkan kebebasan pers secara struktural. Pembatasan kebebasan pers itu
dilakukan melalui berbagai cara, termasuk dengan menerbitkan berbagai peraturan perundangan-
undangan. Hal ini terjadi pada era Demokrasi Terpimpin di masa pemerintahan Orde Lama dan
menjelang reformasi sebelum Orde Baru lengser. Dalam kedua masa ini, pers Indonesia
terkungkung dalam paham authoritarian, dan baru menikmati kemerdekaan setelah reformasi
dengan bergantinya Undang Undang Pers dari Undang Undang Nomor 21 tahun 1982 menjadi
Undang Undang Nomor 40 tahun 1999. Fenomena media yang muncul dengan pergantian undang-
undang itu adalah berubahnya pers menjadi industri di tengah kebebasan politik yang diperolehnya.

Tabel di bawah ini merupakan gambaran keadaan kedaulatan rakyat yang berhubungan dengan
kemerdekaan pers sebagai berikut :
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Tabel 1. Keadaan Kedaulatan Rakyat dengan Kemerdckaan Pers

h 7ﬁbﬁ;IT)ZIEkrasi

Penyelenggaraan Negara
Dalam Praktik

l. 945-1949 Perang mempertahankan
Kemerdekaan.  Pasal 28 UUD 1945

mengamanatkan, kemerdekaan berserikat,
berkumpul dan berekspresi

1949-1959 Demokrasi Liberal

1959-1966 Demokrasi Terpimpin (yang
berdaulat penguasa rezim)

1966-1998 Demokrasi Pancasila (yang
berdaulat penguasa rezim). Tidak ada
kemerdekaan berserikat, berkumpul dan
berekspresi. Kebijakan komunikasi dan
informasi satu arah :

Pemerintah penyelenggara penerangan

The government opinion

Pemerintah pemilik kebenaran
Ketertutupan, publik dan pers dituntut
mempedomani pemerintah
Pengambilan keputusan
wewenang mandataris MPR
Menjadikan kode etik pers sebagai stare
regulatory dan membuat regulasi serta
mempersyaratkan perizinan bagi
penyelenggara pers. Perizinan menjadi alat
kendali pemerintah

Pemerintah yang mengontrol publik dan
pers, bukan sebaliknya

nasional

1998 sampai sekarang : Tarik menarik
antara demokrasi sejati (rakyat yang
berdaulat) dengan demokrasi yang oligarki

Scjak 1907 (dipelopori koran Medan Pﬁjaji)
orang-orang pergerakan dan pers memajukan
konsep Indonesia. Pada perang kemerdekaan
(1945-1949) pers nasional bersgtu
mempertahankan kemerdekaan. Rakyat siap
berkorban. .

1955 Pemilu demokrasi pertama
menghasilkan sejumlah parpol minoritas (rfo
single mayority winner). Para parpol Peralh
suara, mulai : (1) melupakan kepentingan
umum; (2) sibuk  bertikai  untuk
memenangkan kepentingan kelompok. Pers
bebas, melahirkan pers independen dan
partisan. Nasib rakyat banyak terlupakan.
Tidak ada  kemerdekaan  berserikat,
berkumpul dan berekspresi. Tidak ada
pemilu, kedaulatan rakyat tercabut. Indonesia
terpuruk, rakyat mulai makan bulgur.
Demonstrasi puluhan ribu mahasiswa (10-1-
1966 s/d 11-3-1966) mengakhir rezim Orde
Lama

Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997
penuh rekayasa dan tidak demokratis. DPRD
dan MPR sekedar rubber stamp, KKN
merajalela, hutang luar negeri diperkirakan
US$ 139 miliar. Pelanggaran HAM
dilakukan demi stabilitas nasional. Indonesia
terpuruk. Demokstrasi mahasiswa besar-
besaran dipelopori mahasiswa Universitas
Trisakti 12 Mei 1998 mengakhiri rezim Orde
baru. Kalau Orde lama diakhiri dengan
rakyat makan bulgur, era Orde baru diakhiri
dengan Pengaman Sosial (JPS) untuk
membantu rakyat miskin.

UU Pers (No. 40/1999) dan Pasal 28 F
Amandemen Il UUD 1945 melindungi
kemerdekaan pers. Tetapi 8 UU, termasuk
KUHP, mengancam kemerdekaan pers.
Pemilu 1999 dan 2004 berjalan demokratis,
menghasilkan sejumlah parpol minoritas.

(penguasa partai yang berdaulat Parpol dan fraksi-fraksi di DPR lebih
mengedepankan kepentingan
kelompok/individu daripada  kepentingan
umum,

Sumber : Sabam Leo batubara, 2005
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Tabel 1. Keadaan Kedaulatan Rakyat dengan Kemerdekaan Pers

S

Perfyelenggaraan Negara
Dalam Praktik

Model Demokrasi
S

‘1(045- 1949 Perang mempertahankan

cmerdekaan.  Pasal 28 UUD 1945

mengamanatkan, kemerdekaan berserikat,
berkumpul dan berekspresi

1949-1959 Demokrasi Liberal

1959-1966 Demokrasi Terpimpin (yang
berdaulat penguasa rezim)

1966-1998 Demokrasi Pancasila (yang
berdaulat penguasa rezim). Tidak ada
kemerdekaan berserikat, berkumpul dan
berekspresi. Kebijakan komunikasi dan
informasi satu arah :

Pemerintah penyelenggara penerangan

The government opinion

Pemerintah pemilik kebenaran
Ketertutupan, publik dan pers dituntut
mempedomani pemerintah
Pengambilan keputusan
wewenang mandataris MPR
Menjadikan kode etik pers sebagai state
regulatory dan membuat regulasi serta
mempersyaratkan perizinan bagi
penyelenggara pers. Perizinan menjadi alat
kendali pemerintah

Pemerintah yang mengontrol publik dan
pers, bukan sebaliknya

nasional

1998 sampai sekarang : Tarik menarik
antara demokrasi sejati (rakyat yang
berdaulat) dengan demokrasi yang oligarki

Scjak 1907 (dipelopori koran Medan P!'ijaji)
orang-orang pergerakan dan pers memajukan
konsep Indonesia. Pada perang kemerdekaan
(1945-1949) pers nasional bers§tu
mempertahankan kemerdekaan. Rakyat siap
berkorban. .

1955 Pemilu demokrasi pertama
menghasilkan sejumlah parpol minoritas (r?o
single mayority winner). Para parpol peralh
suara, mulai : (1) melupakan kepentingan
umum; (2)  sibuk bertikai  untuk
memenangkan kepentingan kelompok. Pers
bebas, melahirkan pers independen dan
partisan. Nasib rakyat banyak terlupakan.
Tidak ada  kemerdekaan  berserikat,
berkumpul dan berekspresi. Tidak ada
pemilu, kedaulatan rakyat tercabut. Indonesia
terpuruk, rakyat mulai makan bulgur.
Demonstrasi puluhan ribu mahasiswa (10-1-
1966 s/d 11-3-1966) mengakhir rezim Orde
Lama

Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997
penuh rekayasa dan tidak demokratis. DPRD
dan MPR sekedar rubber stamp, KKN
merajalela, hutang luar negeri diperkirakan
US$ 139 miliar. Pelanggaran HAM
dilakukan demi stabilitas nasional. Indonesia
terpuruk. Demokstrasi mahasiswa besar-
besaran dipelopori mahasiswa Universitas
Trisakti 12 Mei 1998 mengakhiri rezim Orde
baru. Kalau Orde lama diakhiri dengan
rakyat makan bulgur, era Orde baru diakhiri
dengan Pengaman Sosial (JPS) untuk
membantu rakyat miskin.

UU Pers (No. 40/1999) dan Pasal 28 F
Amandemen II UUD 1945 melindungi
kemerdekaan pers. Tetapi 8 UU, termasuk
KUHP, mengancam kemerdekaan pers.
Pemilu 1999 dan 2004 berjalan demokratis,
menghasilkan sejumlah parpol minoritas.

(penguasa partai yang berdaulat Parpol dan fraksi-fraksi di DPR lebih
mengedepankan kepentingan
kelompok/individu  daripada  kepentingan
umum.

Sumber : Sabam Leo batubara, 2005
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi, Hukum dan Pers.

Moh. Mahfud mengemukakan, hubungan antara demokrasi dan h‘ukum ibarat dua sisi
sckeping mata uang, inj dapat disimpulkan bahwa kualitas demokrasi suatu negara akan
menentukan kualitas hukumnya. Artinya, negara-negara yang demokratis akan melahirkan hukuu!-
hukum yang berwatak demokratis, sedangkan di negara-negara yang otoriter atau non 'demokraug
akan lahir hukum-hukum non demokratis (Mahfud MD, 1999). Untuk kasus Indonesia, Mahfud
menjelaskan, pada periode 1945-1959 meskipun pernah berlaku sampai tiga macam U’l‘JD (l‘J‘UD
1945, Konstitusi RIS dan UUD 1950), kehidupan politik berjalan demokratis meskipun Jlkg dilihat
dari sudut UUD 1945 pada awal perjalanannya kehidupan politik negara sangat memusat di tangan
presiden. Pada periode 19591966, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kehidupan demokrasi
merosot tajam dan yang muncul adalah sistem politik otoriter dengan Soekarno sebagai aktor.
utama. Demikian seterusnya yang terjadi pada periode 1966-1998, dan periode 1998 sampai
sekarang.

Menurut Suparman Marzuki, konfigurasi politik demokratis telah membuka peluang bagi
partisipasi rakyat secara aktif, penuh menentukan kebijaksanaan hukum (Suparman Marzuki,
2011). Pencrapan kembali UUD 1945 mencetuskan serangkaian perubahan radikal. Pertama,
mengakhiri perdebatan panjang tentang dasar ideologi negara karena UUD 1945 memuat asas-asas
Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, merupakan perubahan dari pemerintahan yang terpusat
pada parlemen menjadi terpusat pada presiden. Dalam kabinet nonpartai yang segera dibentuk
kemudian, yaitu Kabinet Karya, Prcsiden Sockarno menjadi Perdana Menteri dari kabinet yang
beranggotakan 37 orang, di mana 11 orang di antaranya adalah perwira militer. Ketiga, Dewan
Nasional pada bulan yang sama diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang dipandang
sebagai semacam Politbiro Negara dengan tugas merumuskan kebijaksanaan dasar dalam dan luar
negeri yang harus diterapkan oleh kabinet (Mohtar Mas’oed, 1989)

Mengkaitkan kemerdekaan pers dalam tipe sistem pemerintahan yang pernah berlaku dalam
sejarah ketatanegaraan Indonesia, hanya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 yang berwatak
demokratis karena ketentuan ini lahir dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Sebaliknya,
Undang-Undang No. 11 tahun 1966 junto UU No. 4 tahun 1967 juncto UU No. 21 tahun 1982
karena lahir dalam watak pemerintahan yang non demokratis, maka produk hukumnya pun tidak
populis. Secara kongkrit karakter kemerdekaan pers dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat
digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Karakter Kemerdekaan Pers dalam Ketatanegaraan

Era Pemerintahan Kurun Waktu Sistem Pers Tipe Pemerintahan
Orde Lama 1950-1959 Liberal Demokratis
Orde Lama 1959-1960 Otoriter Otoriter
Orde Lama 1960-1965 Quasi Komunis Otoriter
Orde Baru 1965-1978 Pers Pancasila Demokratis
Orde Baru 1978-1998 Pers Pancasila Otoriter

Orde Reformasi 1998-2010 Liberal Demokratis

Sumber: Data olahan penulis, 2010.

Dari tabel di atas terlihat bahwa tipe pemerintahan yang berlaku menjadi variabel yang
berpengaruh dalam mengamati sistem pers nasional. Pada era pemerintahan Orde Lama (1950 —
1965) terjadi pasang surut sistem pers, yakni dalam kurun waktu antara tahun 1950-1959 berlaku
sistem pers liberal karena tipe pemerintahan yang diterapkan Presiden Soekarno berwatak
demokratis. Dalam kurun waktu ini, UUDS 1950 mencabut ketentuan-ketentuan yang mengekang
kebebasan pers yang terdapat dalam Persbredel Ordonantie 1931. Pencabutan ini dilakukan karena
produk hukum Kolonial Belanda itu dianggap bertentangan dengan Pasal 19 UUD 1950 yang
berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat’.
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Kemudian p

ditereov asal 33 yang menyatakan, ‘‘Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan Yang
ekan

‘ dalam kegiatan ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan perundang-undang,,
semata-mata untk menjamin penguk‘mm dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hey
iu))k serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan wuntuk memenuhi syarat-syarat yang adil uny,
etentraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyvarakat yang demokratis”. Kupy,
wakt.u antara tahun 1959-1960 sistem pers menjadi otoriter seiring berubahnya wajah pemerintahg,
Pl‘cmdgn Soekamo dari Demokratis menjadi Demokrasi Terpimpin. Dalam era ini kebijaksanaz
pemerintah di bidang pers bertumpu kepada Peraturan Perang Tertinggi (Peperti) Nomor 10 tahyy
1960 dan Penpres Nomor 61 tahun 1963 yang antara lain melarang penerbitan surat kabar da
majalah tanpa mendapat izin dari penguasa keadaan bahaya daerah. Pers juga pernah dijadikan aly
untuk mendukung pemberontakan Gerakan 30S/PKI melalui sistem pers Quasi Komunis (1964
1965). Pada sistem pemerintahan Orde Baru (1965-1978) berlaku sistem pers Pancasila dalam fas,
yang berbeda, yakni fase 1965-1978 dan fase 1976-1998. Pada fase pertama Presiden Soehan,
dengan corak pemerintahan yang demokratis memberlakukan sistem pers Pancasila yang libera|
sementara pada fase kedua dengan gaya pemerintahan yang otoriter, sistem pers yang berlaky
adalah pers Pancasila yang bebas dan bertanggung jawab. Pers yang bebas dan merdeka muly
diberlakukan setelah terbitnya Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui corak
pemerintahan yang demokratis.
~ Liberalisasi pers tidak terlepas dari perubahan iklim politik pada system politik Indonesia
dari system politik otoriter ke system politik yang demokratis. Sejauhmana system politik yang
demokratis itu berpengaruh terhadap produk hukum (khususnya hukum pers) (Mahfud MD, 1999)
Konfigurasi politik akan lahir produk hukum pers yang populis, atau hukum pers yang demokratis.
Hubungan antara konfigurasi politik dengan hukum pers yang melahirkan kemerdekaan pers baga;
dua sisi vang logam yang sulit dipisahkan. Artinya, hukum pers atau kemerdekaan pers tidak
mungkin ada apabila konfigurasi politik lahir dengan watak otoriter. Ilanya konfigurasi politik
berciri demokratislah yang memungkinkan terbitnya hukum pers yang demokratis. Sama halnya
dengan paket undang-undang politik, misalnya, paket ini lahir karena tipe pemerintahan reformas
bersifat demokratis populis dengan karakter hukum yang populis serta progressive. Ini sangat
berbeda dengan tipe rezim Orde Baru yang non demokratis, bersifat konservatif dan elitis. Hukum
pers yang lahir dalam suasana demokratis boleh jadi suatu saat mengalami kemunduran hingga ke
titik nadir bila tatanan politik yang dibangun pemerintah berwatak konservatif dan elitis.

Moh. Mahfud MD berpendapat, hukum pada hakekatnya adalah produk politik. Artinya,
pada tahap implementasi, mungkin saja ada tuntutan tertentu yang oleh aturan hukum harus
dilaksanakan tetapi oleh konfigurasi politik hal demikian tidak dilakukan, atau sebaliknya, ada
sesuatu yang tidak ditawarkan dalam aturan hukum yang resmi namun dimunculkan oleh
pemegang kekuasaan politik yang dominan(Mahfud MD, 1992). Adapun hubungan hukum pers
dengan konfigurasi politik terlihat digambarkan sebagai berikut: (Krisna Harahap, 2008).

Gambar 1. Hubungan antara Hukum Pers dengan Konfigurasi Politik

EssiesmaemE
e o

Apabila hubungan antara hukum pers dengan konfigurasi politik dikaitkan dengan gambar
pada tabel di atas, maka kesimpulan yang dapat ditelaah adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1966
yang tidak mengenakan sensor dan pembreidelan, dipandang cukup responsive dan dapat dikatakan
berisi pemenuhan terhadap apa yang pemah diperjuangkan masyarakat pers dalam menentan
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sikap penguasa vang otoriter. Tetapi setelah Orde Lama berakhir dan digantikan ()‘ch Orde Bzm‘
huk.um pers yang tadinya liberal bergeser ke arah oforitarian terutama setelah Soehlagr;)r()) dan
rezimnya menentukan format politik negara melalui Undang-Undang Nomor |5 talhuin o
l"U No. 16 tahun 1969. Pembreidelan terhadap pers satu persatu befmunculan. ten:a-terma
Soekarno yang dahulu popular dengan scbutan pers sebagai alat revolusi, alat penggera fnassaj
pengawal revolusi, berubah ke terma-terma Socharto yang lembut dan kalem, yakni Pers
Pancasila. Tahun 1982, pemerintah memperbaharui UU No. 11 tahun 1966 dan menggantinya
dengan Undang-Undang No. 21 tahun 1982. Di UU itu pcmerintah betul-betul mcnumukkan
Kekuasaannya dengan memberlakukan lembaga pembreidelan dengan mencabut SIUPP media yang
pemberitaannya memojokkan pemerintahan Orde Baru. .

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 di samping mengaktifkan Ien}bugn pemhrqdelan
Juga mencantumkan materi-materi yang berkaitan dengan tugas serta kewajiban pers nasional,
antara lain mempecjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung
Jawab. Lembaga ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1966 karena undang-
undang ini tidak mengenal pembreidelan atau pencabutan SIUP). Unesco, melalu:h dua orang
sarjana Prancis, Fernand Terrou dan Lucien Solal, membuat perbandingan mengenai ketentugn-
ketentuan hukum di bidang mass media yang terdapat di berbagai negara. Kedua utusan Unesco itu
membagi negara-negara yang mereka kunjungi ke dalam dua kelompok besar, yakni : pertama.
negara yang masalah informasinya disub-ordinasikan pada political authorities seperti negara
Komunis/Sosialis, dan kedua, negara yang informasinya tidak disub-ordinasikan pada poh’tchl
authoriries. Indonesia, menurut Unesco, masuk ke dalam kategori kedua dengan prinsip
fundamental yang memiliki kriteria, yaitu : pertama, melarang adanya sensor preventif (sensor
vang dilakukan sebelum tulisan dicetak atau diterbitkan), dan kedua. membolehkan adanya sensor
vang dilakukan setelah tulisan diterbitkan, dalam bentuk ketentuan pidana atau perdatan (Zein
Effendi).

Pada masa Orde Baru, pers Indonesia dibingkai sebagai pers pembangunan atau pers
Pancasila dengan mengembangkan mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah dan
masyarakat dan konsep pers pembangunan yang dikembangkan berdasarkan model komunikasi
pendukung pembangunan (the development support communication model) (Djoko Waluyo).
Model ini mulai diperkenalkan sejak sidang ke-25 Dewan Pers pada tanggal 7-8 Desember 1984
dan disahkan dengan sebutan Pers Pancasila Selama pemerintahan Orde Baru, system Pers
Pancasila atau Pers Pembangunan dalam implementasinya adalah  pers yang bebas dan
bertanggungjawab, tetapi bertanggung jawab kepada penguasa. Manakala perilaku pers tidak
berkenan di mata penguasa, maka ancamannya adalah pembreidelan atau pembatalan SIUPP, dan
hal ini merupakan salah satu ciri dari pers yang bersifat otoritarian.

Hukum Pers baru liberal setelah Orde Reformasi di mana iklim keterbukaan dan kebebasan
mewarnai perjalanan reformasi, dan pers ditempatkan sebagai pilar demokrasi keempat. Tahun
1999 adalah punca dari konfigurasi politik yang demokratis dan populis dengan lahirya Undang-
Undang No. 40 tahun 1999. UU ini tidak saja memberi dan menjamin kemerdekaan pers tetapi
sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan tcrhadap pers, dan
pengawasan tersebut dilakukan dengan cara memantau, menganalisis, serta melaporkan hal-hal
yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, etika termasuk kekeliruan yang dilakukan oleh pers
(UU No 40 Tahun 1999).

Apabila hukum pers memberi ruang gerak kebebasan kepada pers seluas-luasnya maka
dikuatirkan kemerdekaan sekarang yang “lepas kendali” dapat membuat pers terkungkung kembali
akibat arogansi pemerintah yang tidak menghendaki pers Indonesia bebas. Jadi dalam usaha
mewujudkan dan melestarikan kemerdekaan pers diperlukan sebuah lembaga yang bertugas
memantapkan kebebasan pers termasuk membangun system pers yang merdeka. Bagi pers, hal
demikian merupakan refleksi konkret dari mengeluarkan pendapat dengan tulisan dan realisasi
adanya hak menyampaikan informasi dan pembentukan opini masyarakat yang konstruktif. Bagi
masyarakat, hal ini merupakan realisasi dari hak memperoleh informasi (right 10 information)
sekaligus juga hak untuk tahu (right to know) (syamsul Wahidin, 2000).
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Tanggung jawab Sosial Pers

Tanggun

o & Jawab sosial pers dalam tulisan ini adalah menyangkut kinerja wartawan mulsi
dari aktivitas y

vang ditcrbitk:ll\\g l;?'rsifm indwidual sampai kepada penyampatan informa’si dalatt)n tef_'mks:efita
imivcr%al Kinerja s meqm mass tempal diman_a wan?wan bersa'r']glwmnd ekep?. e
kcbem;ran Er;\l( l\:/a_rlawan itu berlandaskan pada hati nurani JRDE berpijak kepada kejujuran @n
: L aitannya dengan pers, kinerja wartawan itu berpedoman kepada Kode Etik
Jumahistik (KEJ).

Di awal pembahasan disertasi ini telah dijelaskan bahwa kebebasan wartawan dalam
::lt‘i)rell)\canakan,‘ menghunting liputan dan menyampaikan informasi tidak dapat dilepmkar.\ dari
diek :t.aszn sosial Wwartawan terhadap masyarakat. Dalam pandangan Magnis Suseno sebaganmapa

1p dani Wahyu Wibowo, kebebasan itu merupakan ruang gerak bagi kebebasan eksistensial
yang mengandaikan kemampuan individu untuk mengambil sikap sendiri, sementara kebebasan
sosial mengandaikan ruang gerak yang diberikan oleh masyarakat kepada individu tersebut
(Wah)iu Wibowo). Dalam perspektif kritis, kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial
berkelindan dengan pertanyaan “bebas untuk apa” dan “bebas dari apa”. Hal ini merujuk kepada
masalah tanggung jawab etis, yaitu batas-batas kebebasan yang diterima individu ketika
berhadapan dengan dengan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, ungkapan kebebasan pers adalah
kebebasan yang bertanggung jawab.’

Theodore Petterson dalam teori Tanggung jawab Sosial menyatakan, bahwa kebebasan
mengandung di dalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan, dan pers yang telah menikmati
kedudukan terhormat dalam pemerintahan Amerika Serikat, harus bertanggung jawab kepada
mé-xsyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi tanggung jawab kepada masyarakat modem. Asal
saja pers tahu tanggung jawabnya dan menjadikan itu landasan operasional mereka, maka sistem
libertarian akan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya jika pers tidak mau
menerima tanggung jawabnya, maka menurut Petterson harus ada badan lain dalam masyarakat
yang menjalankan fungsi komunikasi massa (Fred S. Siebert, 1986).

Teori Tanggung jawab Sosial merupakan modifikasi dari dua teori Pers Libertarian yang
dilahirkan oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, dimana teori ini terlalu
menyederhanakan persoalan. Teori Libertarian dinilai gagal memahami masalah-masalah sepert
proses kebebasan internal pers dan proses konsentrasi pers, lalu muncul teori pers Tanggung jawab
Sosial yang ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dan tanggung jawab
sosialnya. Terhadap tanggung jawab sosial pers ini Commission on the Freedom of the Press pada
tahun 1949 memformulasikannya ke dalam lima prasyarat sebagai syarat bagi pers yang
bertanggung jawab kepada masyarakat, yakni (Hikmat Kusumaningrat, 2009)

1. Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya
dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikannya makna (media
harus akurat; mereka tidak boleh berbohong, harus memisahkan antara fakta dan
opini, harus melaporkan dengan cara yang memberikan arti secara internasional, dan
harus lebih dalam dari sekedar menyajikan fakta-fakta dan harus melaporkan
kebenaran).

2. Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik (media
harus menjadi sarana umum; harus memuat gagasan-gagasan yang bertentangan
dengan gagasan-gagasan mereka sendiri, sebagai dasar pelaporan yang objektif; semua
pandangan dan kepentingan yang penting dalam masyarakat harus diwakili; media
harus mengidentifikasi sumber informasi mereka karena hal ini perlu bagi sebuah
masyarakat yang bebas).
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Media harus memproyceksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kc(:::r:ﬁ;):n
kclop\pok konstituen dalam masyarakat (ketika gnmhnmn-ﬂﬂmhamn ya‘?ﬂ endapat
‘“.Cd"‘ gagal menyajikan suatu kelompok sosial dengan benar, ma a.\sakm' ,
disesatkan: kebenaran tentang kelompok mana pun harus benar-benar m';'k h(;leh
harus mencakup nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi kelompok, tetapt 14 has

mengecualikan kelemahan-kelemahan dan sifat-sifat buruk kclom[’wi‘()-’ ‘ Jarakat

4. Mecdia harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan mlm-mlal. mac.h/ara .ak
(media adalah instrumen pendidikan, mercka harus memikul tanggung jawab untu
menyatakan dan menjelaskan cita-cita yang diperjuangkan olch mmqukat). _

S. Media harus menyediakan akses penuh terhadap inform@mnfqrmam yang
tersembunyi pada suatu sant (ada kebutuhan untuk pendistribusian berita dan opini
secara luas).

leori langgung jawab Sosial yang sedang berkembang tersebut, merupakan konsep Anglo
Amerika. Bersamaan dengan Komisi Kebebasan Pers ini mulai menyebar-luaskan lapaorannya di
Amerika Serikat, sebuah Komisi Kerajaan Untuk Pers yang dibentuk atas anjuran Persatuan
Jurnalis Nasional, mulai melakukan penelitian terhadap pers Inggris dan me_mlklrk_ap cara-cara
mengembangkan kesempurnaan penampilan pers di sana. Laporan-laporan dari Komisi di lngg"‘?
ini mendukung dan memberi sumbangan kepada tulisan-tulisan Komisi Kebep?san Pers. Te'on
Tanggung jawab Sosial sebagian besarnya tetap sebuah teori. Tetapi sebagai teori 12 sangat penting
karena menganjurkan sebuah arah pemikiran tentang kebebasan pers (Fred S. Siebert, Theodore
Peterson, Wiibur Schramm)

Di Indonesia, telah dibentuk Dewan Pers yang bertugas, antara lain unt'uk rnerangsgng
tumbuhnya rasa tanggung jawabh sosial dan melayani masyarakat yang dirugikan akibat
pemberitaan pers. Fungsi utama Dewan Pers ditegaskan oleh Pasal 15 Undang Undang Nomor 40
tahun 1999 sebagai berikut :

a. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

b. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

c. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat
atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

d. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; _

e. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di
bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

f. Mendata perusahaan pers.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Pers hanya mampu memberi himbauan moral atas
mediasi penyelesaian pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
Lemahnya tugas Dewan Pers ini disebabkan karena terbatasnya ruang lingkup Dewan Pers
sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, yakni memberikan pertimbangan. Ini berbeda
dengan Dewan Pers di Inggris dimana laporan tahunannya dapat dibeli oleh umum karena
mengandung tuntutan-tuntutan hukum terhadap beberapa surat kabar tertentu. Di Amerika,
beberapa penerbit suratkabar antara lain penerbit Post-Dispatch di St. Louis, Courier-Jurnal dari
Louisville, Journal dari Milwaukee dan Cowles di lowa dan Minnesota, memiliki tanggung jawab
yang kuat pada masyarakat yang mereka layani. Para penerbit di Amerika juga mengkaitkan
kebebasan dengan tanggung jawab terutama karena kesadaran mereka sendiri. Mereka juga
merumuskan kode etik dan mengoperasikan media mereka dengan pertimbangan demi kebaikan
masyarakat yang dalam perkembangan selanjutnya terbentuklah dasar pemikiran tentang tanggung
jawab sosial (Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm).

Sebagai institusi yang bertugas menumbuh-kembangkan tanggung jawab sosial di
Indonesia, Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 hanya mengatur fungsi dan kedudukan dan
struktur organisasi Dewan Pers secara singkat, yakni Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers yang
dipilih dari dan oleh anggota. Sementara keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan Keputusan
Presiden yang berlaku untuk masa jabatan tiga tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk
satu periode masa jabatan. Atas asumsi sebanyak 29 organisasi pers dan organisasi perusahaan pers
melahirkan rumusan dan rekomendasi penguatan institusi Dewan Pers (Pertemuan Organisasi Pers,
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2006). Pimpinan organisasi pers dan organisasi perusahaan pers berpandangan bahwa ungyy
merealisasikan mandat, amanpm da:nfu;g;i—fungSi Dewan Pers diperlukan usaha-u:saha- untyk
?;eng‘oﬁlimalkan peran Dewan Pers dengfn melaksanakan upaya dan tugas yang meliputi, yakp;
urat Keputusan Dewan Pers No K-DP/111/2006). -
. Konstituen Dewann;’(c):rrsosr:’zncakup wilayah kerja Dewan _Pers 8dc'9'&h med:a pers,
baik cetak maupun elektronik yang memuat atau menyiarkan kar_ya Jumalistik.
Artinya, yang bukan bagian dari kafyﬂjuma““ik b"k‘m'?h Kompeiclls) 9?“’“ Pers,
Dewan Pers dapat mendirikan perwakilan di sejumlah ibu Kota provinsi yang sara
media, seperti Mcdan, Surabaya, Samarinda, Denpasar, .Makassar. fan la’.n'laf"-
Perwakilan Dewan Pers di dacrah memiliki paling banyak lima orang. Pelfwakllan ini
berfungsi memperlancar penyaluran pengaduan PUb“k_ tcrhadap. pemberitaan medig
pers di wilayah kerjanya ke Dewan Pers. Perwakilan ini mem‘ben saran-saran lfep?da
Dewan Pers tentang penyelesaian  sengketa akibat pemberitaan antara pubdlik dan
media pers di wilayah kerjanya. Perwakilan ini tidak memiliki kewenangan membuat
keputusan tentang sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers, tetapi
dapat diikutsertakan dalam sidang-sidang Dewan Pers yang membahas sengketa
akibat pemberitaan di wilayah kerjanya. Perwakilan ini menyampaikan l‘nfo.nnasi
kepada Dewan Pers tentang permasalahan media pers yang berkembar.lg di wilayah
kerjanya. Penunjukan dan pengangkatan wakil Dewan Pers tersebut dilakukan oleh
pengurus Dewan Pers di Jakarta berdasarkan kriteria keanggotaan Dewan ‘?efs yang
tercantum dalam statuta Dewan Pers yakni memahami kehidupan pers nasional dan
mendukung kebebasan pers berdasarkan Undang Undang Nomgr 40.tahun .1999
tentang Pers dan Kode Ftik Wartawan Indonesia, memiliki integritas pribadi,
memiliki sense of objectivity dan sense of fairness. dan memiliki pengalaman yang
luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli d;
bidang pers dan atau hukum di bidang pers. o
Mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers sebaiknya mengikuti proses sebagai
berikut : Pencalonan dilakukan oleh organisasi-organisasi pers yang terdafiar di
Dewan Pers. Pemilihan atas calon-calon anggota Dewan Pers yang diajukan oleh
organisasi-organisasi pers tersecbut dilakukan olch Badan Pekerja Dewan Pers
bersama anggota Dewan Pers. Badan Pckerja Dewan Pers terdiri atas sedikitnya lima
orang dan paling banyak sembilan orang wakil organisasi-organisasi pers yang telah
dinyatakan lolos verifikasi oleh Dewan Pers. Keanggotaan Dewan Pers terdiri dari
atas masing-masing tiga orang mewakili unsur masyarakat, unsur wartawan, dan
unsur perusahaan pers.
Dewan Pers memperolech dana dari negara, organisasi pers seperti organisasi
wartawam dan organisasi perusahaan pers, perusahaan pers, dan bantuan [ain yang
tidak mengikat.
S. Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam penyusunan pengaduan regulasi
yakni tentang :

a. Kodc Etik Jumalistik,

b. Kode Perilaku (code of conduct) wartawan untuk peliputan soal-soal khusus
yang dapat menimbulkan keluhan atau pengaduan publik, seperti kekerasan
terhadap perempuan, kriminalitas, dan konflik dalam masyarakat yang
berkaitan dengan masalah suku, ras, agama, atau hak asasi manusia,
Standar Kompetensi Wartawan,

Standar Organisasi Wartawan,

Standar Perusahaan Pers (termasuk standar permodalan),
Standar Organisasi Perusahaan Pers,

Standar Gaji Wartawan dan Karyawan Pers,

h. dan hal-hal yang terkait dengan pengembangan pers.

6. Dewan Pers mendukung dan mendorong upaya-upaya penggunaan Undang Undang
Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers.
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> ders - . o akukan tindakan
Dewan Pers perlu mengingatkan kepada pihak Kepolisian antuk melak

hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 40 tahun 1979 tentang Pers, B:(l))mlrl‘,
Pasal 4, ayat (2) bahwa “terhadap pers nasional tidak dikenakan penyeng )
pembredelan, dan pelarangan penyiaran™,
Dewan Pers mendukung dan mendorong pengembangan
media pers untuk memperlancar penyelesaian sengketa a
yang bersangkutan dengan subjek berita dan mendorong
tersebut,
Dewan Pers mendukung dan mendorong pengembangan ] :
pers (media watch) dalam masyarakat sebagai upaya publik untuk turut mengamati
dan mengawasi kinerja media pers. Undang Undang Nomor 40 tahun l‘?")? tcn‘tang'
Pers, Bab VII, Pasal 17 tentang Peran Serta Masyarakat menyatakan sebagai berikut:
Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kerperdekaan pers dan
menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Kegiatan .sgbagalmanzf
dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa memantau dan melaporkan anal‘ISIS mengenai
pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh
pers, dan atau menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka
menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional,

9. Dewan Pers melanjutkan pengkajian terhadap peraturan-peraturan hukum dan
perundang-undangan yang pasal-pasalnya dapat menghambat atau .mengekang
kebebasan pers serta menyiapkan rekomendasi yang refevan, seperti Kitab Undang
Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang Undang Hak Cipta, Undang Undang
Penyiaran, Undang Undang Perseroan Terbatas, Undang Undang Kepailitan, Undang
Undang Telekomunikasi, Undang Undang Perlindungan Konsumen, Undang Undang
Anti Monopoli, Undang Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, Rancangan
Undang Undang Rahasia Negara, Rancangan Undang Undang Intelijen, Rancangan
Undang Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, Rancangan Undang
Undang Perlindungan Saksi (dan Korban), Rancangan Undang Undang KUHPidana,
Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, Undang Undang
Ketenagakerjaan, Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan, Undang Undang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Mediasi dan
Arbitrase, Undang Undang Otonomi Daerah, Undang Undang Perpajakan, Undang
Undang Penyelenggara Negara yang bebas KKN, Undang Undang Jamsostek,
Undang Undang Narkotika dan Psikotropika, dan peraturan perundangan lain yang
relevan,

10. Dewan Pers perlu terus mendorong berlakunya pasal-pasal hukum yang mendukung
dekriminalisasi terhadap karya jumalistik (tidak menganggap pelanggaran hukum
dalam karya jurnalistik sebagai kejahatan) dengan cara antara lain : mendesak dan
menuntut penghapusan (atau tidak menggunakan) sejumlah pasal KUHPidana serta
perundang-undangan lain yang mengenakan sanksi pidana terhadap karya jurnalistik;
dan atau memindahkan pasal-pasal hukum demikian ke KUHPerdata; dan atau
memperlakukan pasal-pasal hukum tersebut sebagai pasal-pasal hukum perdata; dan
penetapan sanksi perdata terhadap karya jurnalistik hendaknya berupa denda
proporsional, yaitu denda yang tidak menyulitkan kehidupan pihak pembayar denda
atau membangkrutkan perusahaan yang harus membayar denda, karena putusan
hukum yang berakibat demikian serupa dengan putusan politik berupa pembredelan
terhadap media pers,

11. Dewan Pers perlu terus mengupayakan lahimya ketetapan hukum dari Mahkamah
Agung untuk menjadi lembgga arbitrase, demi memperkuat kedudukan Dewan Pers
sebagai lerpbaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa akibat pemberitaan
antara publik dan media pers,

12. Dewan Pers menyosialisasikan bahwa p'emberit_aan yang dengan sengaja dirancang
untuk memfitnah, memeras, atau merugikan subjek berita bukanlah Karya jurnalistik,

.‘J

lembaga ombudsman di
kibat pemberitaan media
prnfcsinnaliqme media

embaga pemantau media
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melainkan tindak kejahatan. Dalam terminologi pers. pemberitaan semacam itu dapy
dikategorikan sebaéni “kabar yang sejak awal penulisan daq pemuatan atg,
penyiaran sudah diketahui bohong”, salah satu pelanggaran kode etik jumnalistik yang
bersangkutan harus meninggalkan karier jurnalistik dan pers untu.k sel'ama-lamanya.
13. Dewan Pers memberikan pertimbangan, antara lain sebagai saks.t ahli, kepafia apary
penegak hukum mengenai karya jurnalistik ~ dan Kode Etik Juntnallst.lk. untuk
menentukan apakah kasus yang dilaporkan masyarakat adalah karya jurnalistik aa,

bukan,

14. Pcrusahaan pers atau wartawannyn dapat meminta pendapat kepada Dewan Per,
apabila terjadi perselisihan pendapat dalam penafsiran pelaksanaan Kode Etjy
J}Jmalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. ' .

Tanggung jawab pers dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 terkait erat fungsi, hak

kewajiban dan peranan pers seperti diatur dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6. Dalam Pasal 3 dikatakan : ()
Pers n.asional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosia}-
(2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembag,
ekonomi. Pasal 4 menegaskan : (1). Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2)
Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; (3)
Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dap
menyebarluaskan gagasan dan informasi; dan (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan gi
depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Kewajiban pers menurut Pasal S diterangkan
sebagai berikut : (i). Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan
menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah:
(2) Pers wajib melayani Hak Jawab: (3) Pers wajib melayani Hak Tolak. Peranan pers diatur dalam
Pasal 6 yang menyatakan: Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut : a. memenuh;
hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong
terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan; c.
mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. d.
melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

kc?pentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Tanggung jawab sosial pers juga
ditegaskan di dalam Kode Etik Jurnalistik.

PENUTUP

Baik Undang Undang Pers maupun Kode Etik Jumalistik, telah memberi ruang yang
sangat luas terhadap tanggung jawab sosial pers kepada publik. Tanggung jawab tersebut disertai
dengan kesadaran pentingnya sebuah tanggung jawab dalam mewujudkan demokratisasi.
Pelaksanaan tanggung jawab itu muncul dari hati nurani wartawan, bukan disebabkan dorongan
atau paksaan pihak-pihak di luar wartawan. Tanggung jawab yang disertai kesadaran jauh lebih
efektif daripada yang terdapat dalam ketentuan normatif undang-undang dan kode etik.
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